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ABSTRAK

Dalam dunia medis yang semalin berkembang, peranan rumah sakit sanpat penting dalam menunjang
kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan ol=h keberhasilan dari |
pihak — pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang — orang vang bekerja
ditempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara kescluruhan aga
dapat maju dan berkembang dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika protesi
lenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan, tenaga profesional vang bekerja dirumah sakit dalam
memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran |
tangpung  jawab, dan moral yang tinggi sesuni dengan etika profesi vang hidup dalam lembaga
itu..Permasalzhan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen pada ®s M. Lyjamni
Padang hambatan yang ditemukan dalam perlindungan pasien di Rs.M, Djamil padang. Tujuan penelitian in:
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen Jhambatan vang dilemukan dalam:
perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosinlogis, jenis
data yaitu data primer dan data skunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualinatif,
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan pelaksanaan perlindungan konsumen vaitu pasien berhak
mendapatkan penjelasan yang lengkap sebelum dilakukan tindakan medis dan diminta persetujuannyva sebelum
dilakukan tindakan medis seperti operasi,selain itu pasien juga berhak melaporkan Jika akibat kelalaian tenaga |
medis jika terjadi kerugian kepada Majelis kode etik Kedokteran atau LPKSM hambatann vang ditemui dalam |
perlindungan konsumen pada pasien yaitu kurang paham nya pasien terhadap hak-haknya sehingga tidak
menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar.belum adanya peraturan intern vang mengatur keselarasan hak-
hak pasien menurut ctika dan moralitas pelayanan kesehatan dengan undang-undang perlindunzun konsumen,
tidak ada tempat khusus pengaduan konsumen jika ada pasien vang merasa dirugikan akibat kelalaian,
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BABI1
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Indonesia negara hukum, yang berarti ada supremacy of law dalam
penyclenggaraaan  pemerintahan. Berarti semua  kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan, demikian juga pemeliharaan keschatan kepada
masyarakat, yang terus berkembang. Sejalan dengan perkembangan masyarakat
serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Perkembangan terse but
selain berdampak positif dalam pemeliharaan kesehatan, tak jarang pula
menimbulkan dampak negatif karena terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-
nilai dalam masyarakat.

“Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan,
merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi
peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik.”'

“Sementara itu upaya kesehatan masyarakat diselenggarakan dengan
pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit
(prefentif), penyembuhan penyakit (kwrarif), dan pemulihan keschatan
(rehabfﬁfﬂhjf] yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan.”

Untuk mendukung penyelengaraan upaya kesehatan ini tentu diperlukan

sumber daya kesehatan (Pasal (2)) Undang-undang nomor 29 Tahun 2004, tentang

Praktek kedokteran.

! Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT Rincka
Citra, Jakarta,2005,Hal 1

? Harmien HK, Hukum Untuk Perumahsakitan, Penerbitan, PT, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002. Hal. 5




Undang-undang Nomr 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen
merupakan suatu perangkat hukum yang berpihak pada kepentingan konsumen.
Dengan adanya UUPK ini diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk
menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha.

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih
yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga keadaan dimana ia tidak dapat
melakukan pilihan. Selain itu, konsumen juga kurang mengerti akan kejelasan
manfaat, penggunaan maupun pemakaian jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi yang disediakan serta
kedudukan anatara konsumen dan pelaku usaha yang kadang kala tidak seimban u.
Untuk itu diperlukan perlindungan konsumen untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit
sangat penting dalam menunjang keschatan dari masyarakat. Maju atay
mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak —
pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang -
orang yang bekerja ditempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu
memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang
dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi
tenaga yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan, tenaga profesional yang
bekerja dirumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah
mandiri. putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran , tanggung jawab, dan

moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi yang hidup dalam lembaga itu.




BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah
diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan konsumen.pada Rumah Sakit M. Djamil Padang
antara lain pasien berhak mendapatkan penjelasan yang lengkap sebelum
dilakukan tindakan medis dan diminta persetujuannya sebelum dilakukan
tindakan medis seperti operasi, pasicn juga berhak untuk pindah rumah
sakit jika dirasa pelayanan dan penpobatan dari Rumah Sakit M. Djamil
Padang dirasa tidak memuaskan dan tetap mendapat cacatan pengobatan,
dalam menjalankan tugasnya lenaga medis harus mentaati Majelis Kode
Etik Kedokteran, Rumah Sakit harus meningkatan pelayanan sehingga
pasien merasa diperlakukan dengan baik, jujur dan tidak diskriminatif.
Selain itu pasien juga berhak melaporkan jika akibat kelalaian tenaga
medis terjadi kerugian kepada pasien tersebut kepada majelis Kode Etik
Kedokteran atau pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadava
Masyarakat lembaga perlindungan konsumen lainnya,

2. Hambatan yang ditemui dalam perlindungan konsumen pada pasien di RS
M.Djamil Padang antara-lain pasien kurang memahami hak-haknya,

sehingga tidak menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar, belum

adanya peraturan intern yang mengatur keael;mmmimm\}
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